LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERay TINGKAT 1I

SUKOHARIJO
Nomor . 3 Tahun 1989 Seri ‘A No. 2
= \

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

SUKowgy ARJO
NOMOR 09 TAHUN 1987
TENTANG
PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHAR)O

Menimbang . ,. bahwa Peraturan Daerah Tingkat ke

II Sukoharjo tanggal 3
Nopember 1960 tentang mengadakan Pajak  dan menarik

yang diundangkan dalam Lemba -
ran Daerah Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1962 Tamba-

han Seri C nr. 121 sudah tidak sesuaj lagi dengan per

” Pajak Pembangunan ”

kembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu ditip —
em

jau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;
jau

da huruf 3 diatas
an dengan maksud pa
b. bahwa sehubung

d dang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
ipanda
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{Tdan undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pok
B 3 ‘ ~

pokok Pemerintahﬂfl‘ di Dacrah ;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pe*nben_

* tukan Dacrah * daerah Kabupaten dalam lingkungan e

pinsi Jawa Tengah ;

Undang - undang Nomor 11 /Drt Tahun 1957 tentang pe.

raturan Umum Paj%ik Daerah ;-

Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perim -
bangan Keuangan Negara dan Daerah jo . Peraturan Pe -
merintah Nomor 3| Tahua 1957 tentang Penyerahan Pajak

Negara kepada Daerah

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1947 jis Undang - un-
dang Nomor 20 Tahun 1948 dan Undang - undang Nomot
27 Tahun 1957 tentang Pajak Pembangunan I ;

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 . tentang Hukum
Acura Pidana;

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kering®~

nan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin membang!”
Hotel di Daerap tujuan wisata jo Keputusan Menteri P4~
tam Negeri Nomor 973 - 660 tanggal 24 Oktober 1983 "

tang Pelaksanaan [pstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 195

| Dengan PR
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Perwakilay Rakyat Daerah Kabupate, Daerah
. a

MEMUTygg AN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -

KAT Il SUKOHAR]Jo TENTANG PAJAK PEMBANGU -
NAN 1 '

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

b. Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-

kat II Sukoharjo ;
Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dac =

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

atu keper-

u
setiap orang yang karend ses .
tara di

nggahan semen
n tidak bermaksud

e. Wisatawan adalah .
Juan melakukan perjalanan dan pers!
Daerah Tingkat

‘memperoleh pen

1 Sukoharjo, denga

f.HQtCI PRI T T I

CamScanner



102

¢ Hotel adalah usaha yang menggunakan suatu’ bangynan g
5 (0]

gian dari padanya YAng khusus
| n serta memperoleh Pelayang,

disediakan dimany gq;
seba 5
ng dapat menginap dan maka

ora
engan pembayaran ;

dan fasilitas - fasilitas lainnya d

Termasuk dalam pengertian  Hotel adalah Gubuk Pariwigay,
( Cottage ), Motel, Losmen atau Rumah Penginapan, Wismg
Pariwisata, Pesanggrahan; ( Hostel ) Penginapan Remaja ( Yoy
Hotel ). Pondok pariwisata ( Homs Stay ) termasuk Rumah -
Makan ( Restaurant ) yang ada dan melayani para  wisatawan

yang menginap dihotel tersebut ;

Rumah Makan adalah b%mgunan Rumah atau texﬁpat yang digu-
nakan untuk menjual makanan dan atau minuman yang oleh
pengusahanya disediakan tempat duduk untuk menyantapnya ba -

ik berbentuk bar, warung, kedai dan yang sejenis dengan itu ;

. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan hotel dan rumah
makan sebagaimana dimaksud huruf g dan h yang kareaa usa-

hanya menerima uang sewa / imbalan jasa ;

+ Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo,

BAB II-O".'

2
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BAB II

NA
MA, DASAR DAN BESARNYA PAJAK
Pasal 2

(1) De :
) Dengan nama Pajak Pembangunan I dipungut Pajak dari se-
mua pembayaran kepada h_otel - hotel dan rumah makan da-

lam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

( 2 ) Bupati Kepala Daerah menetapkan hotel - hotel dan rumah
makan yang dikenakan pajak pembangunan I dengan mema-=

sang tanda - tanda yang dapat dilihat oleh para tamu.

Pasal 3

( 1 ) Besarnya Pajak Pembargunan I adalah 10 % ( sepuluh perse-
ratus dari jumlah pembayaran depgan dibulatkan keatas sam-
pai jumlah Rp. 50,~ ( lima puluh rupiah )

( 2 ) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 500,- ( lima ratus
rupiah ) tidak dikenakan pajak Pembangunan L

( 3 ) Bupati Kepala Daerah diberi wewenang untuk memberi poto-
ngan 50 %, € lima puluh perseratus ) dari jumlah pembayaran

pajak pembangunan I yang terhutang kepada wisatawan yang

menginap dihotel.

( 4 ) Keringanan pajak pembangunan I sebagaimana dimaksud
ayat ( 3 ) Pasal ini untuk rumah makan diluar hotel ditetap-

kan tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah

BAB III......
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"BAB III

PENANGGUNG PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

( 1 ) Penanggung pajak adalah yang mempunyai perusahaan terse.

but dalam Pasal 2 dan untuk itu dapat menambah jumlay

pembayaran dengan 10 % ( sepuluh perseratusl).

( 2 ) Dalam hal yang mempunyai perusahaan menambah  jumlah
pembayaraa secbagaimana dimaksud ayat (1) maka orang

‘yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlah pemba-

yaran dengan tambahannya.

Pasal 5

(1) Pada dasarnya pengusaha hotel dan atau rumah makan ha-
rus memenuhi pajak yang telah dipungut / diterima dengan ¢
ra menyetor langsung pada Kas Daerah atau melalui Benda -

rawan khusus penerima dalam tempo 10 hari sesudah mas

pajak berakhir,

(12) Terhadap hotel - hotey 4¢ay rumah - rumah makan yaug tidak
-dapat mengadakan ¢ayn0p - catatan penerimaan atau pembt -
kuan yang [engkap, Bupati Kepala Da.r.h atau Pejabat yang
ditunjuk berwenang eonaxsir dan menetapkan jumlah paja¥

pembangunan | Yang harus disetor pada Kas Daerah, &tV

melalui Bendaharawa, 1 husus Penerima dalam tempo 10 hari

sestdah masa pajak porakhir

BAB IV ....*"
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BAB 1V
DENDA

Pasal 6 l
|
|

“('1) Pajak yang tidak disetorkan sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (3 ) Peraturan Daerah ini merupakan pajak terhutang

dan menjadi tanggung jawab pengusaha. .

( 2 ) Pajak terhutang dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan denda

sebesar 10 % ( sepuluh perseratus ) dihitung sejak dinyatakan

terhutang sampai dengan bulan berikutnya.

d ayat (2)A pasal ini pengusaha

( 3 ) Apabila batas waktu dimaksu
da akhir bulan ke 6 pe-

tidak menyetorkan kewajibannya pa

- pagihannya dilakukan menurut prosedur penag:han pajak de -

ngan Surat Paksa.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

an Pasal 4 Peraturan Daerah ini dian-

Pelanggaran terhadap ketentu
3 (tiga) bulan atau denda

ma - lamanya

cam pidana kurungan sela
020,- ( dua puluh lima ribu rupiah )-

sctinggi - tingginya RP- 25

BAB VI s s a8 2%
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BAB VI

| \KSANAAN PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
PE ’

Pasal 8

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, diserahkan kepad,

Dinas Pendapatal Daerah,

( 2 ) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan

kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum

dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal 9

( 1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang
bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pida-
na sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat
juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingku -
ngan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Su -
koharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan pera-

turan perundang - undangan yang berlaku.

( 2 ) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS seba -

gaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

@ menarima laporay atau pengaduan dari seseorang tentans
adanya tindak pidpa ;

b. melakukan tindakap pertama pada saat itu ditempat keja -

dian i
serta melakykan pemeriksaan ;

c. menyuruh
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E

meriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diberiksa sebagai ter —

2 s
.o Jabiid

sangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang dtperlukan dalam hubungan de -

ngan pemeriksaan perkara ;

entikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari pe-

h. mengh
p bukti atau peristiwa

nyidik POLRI bahwa tidak terdapat cuku

tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya mela -

Jui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penun-

u keluarganya ;

tut umum, tersangka ata

dakan lain menurut hukum yang dapat diper -

i. mengadakan tin

tanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

3.3 ¢
Jum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di-

Hal - hal yang be
atur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengena1

R

pelaksanaannya.

Pasal 11
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Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerapy
kat ke II Sukoharjo tanggal 3 Napember 1960 tentang me,

9

Ting
: : Bidaly
yang dlundangkan )
lam Lembaran Dacrah Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1%;

Tambahan Seri C nr. 121 dinyatakan tidak berlaku.

pajak dan menarik ” Pajak Pembangunan

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daln
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1%

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

BURATI KEPALA DAERA!

SUKOHARJO TINGKAT II SUKOHARI0
KETUA
t 14 ttd.
DJOKO WALUIO, B, SR
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DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 30 Nopember 1988 No. : 973.33 - 897

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Sekretaris

ttd.

Irr SUJAMTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
. 3 Th. 1989 Seri A No. 2

Nomor :
pada tanggal 27 Maret 1989.

Sekretaris wilayah / Daerah

ttd.
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